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HUKUM ANTAR WAKTU
Pengertian dan Batasan 

Hukum Antar Waktu atau disebut juga sebagai Hukum Peralihan termasuk ke dalam bagian dari hukum Perselisihan disebabkan materi atau obyek hukum ini berkisar pada adanya ‘perselisihan atau perbedaan’ masa berlakunya suatu perundang-undangan, yaitu perubahan dari peraturan lama ke peraturan baru. Hukum Antar Waktu dengan demikian dapat juga diartikan sebagai hukum yang berlaku untuk suatu periode atau masa peralihan sebagai akibat dari adanya perubahan perundang-undangan dari yang lama ke yang baru yang mengatur suatu topik atau masalah tertentu. Lazimnya, hukum antar waktu tercantum atau terdapat dalam bagian akhir suatu perundang-undangan, yaitu pada bagian yang dinamakan ‘Ketentuan Peralihan’ atau ada juga yang menempatkannya dalam ‘Ketentuan Penutup’.

Sebagai contoh misalnya pemerintah di tahun 1992 mengundangkan UU Hak Merek yang mengatur antara lain segala sesuatu tentang proses dan prosedur permohonan dan pemberian hak merek. Seseorang kemudian mengajukan permohonan hak merek ke kantor Merek di Departemen Kehakiman di bulan juni 1997. Ternyata di bulan juli 1997 pemerintah mengeluarkan UU Hak Merek yang baru yang memuat ketentuan tentang proses permohonan hak merek yang berbeda dengan apa yang diatur dalam UU tahun 1992, padahal permohonan dari orang tersebut belum dikabulkan. Pertanyaan sederhananya adalah berdasarkan peraturan hukum yang mana permohonan merek dari seseorang yang  diajukan bulan juni 1997 dan hingga bulan juli 1997 belum selesai diproses itu harus diselesaikan? Apakah permohonan itu akan tetap di proses sesuai UU yang lama, ataukah harus di ubah total sesuai dengan aturan yang baru?

Contoh... fiktif diatas banyak sekali bermunculan dan tidak terbatas dalam hubungan-hubungan hukum perdata saja melainkan juga dalam hubungan hukum publik, seperti misalnya hukum mana yang harus diberlakukan terhadap suatu perbuatan hukum pidana bila terjadi perubahan hukum pidananya, atau kasus-kasus di bidang hukum perpajakan, dan hubungan-hubungan hukum antara pemerintah dan warganya sehubungan dengan proses pemberian izin seperti izin usaha, izin bebas gangguan lingkungan, dll. 

Pada prinsipnya, Hukum Antar Waktu mengenal beberapa asas hukum yang menjadi pedoman untuk menentukan hukum mana yang berlaku bila terjadi perubahan perundang-undangan dari yang lama ke yang baru. Beberapa asas itu adalah : 

1. bila terjadi perubahan peraturan dari yang lama ke yang baru maka yang kemudian berlaku adalah perundang-undangan yang baru itu. Hal ini telah menjadi semacam asas hukum umum yang berlaku diberbagai tempat dan di kenal dengan adagium”lexposterior derogat priori”.
2. sesuai dengan prinsip “leges posteriores priores contarias abrogant”  maka perundang-undangan lama demi hukum akan gugur sepanjang isinya bertentangan dengan perundang-undangan yang baru.

3. pembuat hukum atau perundang-undangan dapat menentukan bahwa sebelum perundang-undangan yang baru dinyatakan efektif mulai berlaku, ada masa atau periode waktu tertentu dimana peraturan lama masih dinyatakan masih berlaku.  Periode seperti inilah yang dimaksud dengan periode peralihan, dan ketentuan yang menetapkan hal itu disebut ketentuan peralihan.
4.  bahwa sesuatu perundang-undangan tidak mempunyai daya berlaku surut (refroaktif). Maksudnya, sesuatu perundang-undangan setelah disahkan dan diundangkan baru dapat diberlakukan untuk masa kedepan, yang umumnya terhitung mulai tanggal peraturan itu diberlakukan. 
Hukum Antar Waktu dan perubahan social  

Mengapa sering terjadi perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum khususnya perundang-undangan di bidang ekonomi dan bisnis? Pertanyaan ini memerlukan jawaban dengan menggunakan pendekatan sosilogis, yaitu bahwa kita harus senantiasa menyadari produk hukum berupa perundang-undangan tidak berlaku dalam suatu suasana yang vakum atau kosong. Artinya, perundang-undangan itu dibuat oleh dan untuk mengatur perilaku dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pada itu, perilaku dan kebutuhan masyarakat tidak selalu sama atau tetap sepanjang masa, sebaliknya justru akan senantiasa berubah atau berkembang karena dinamika kehidupan dalam masyarakat. Dinamika perubahan social tersebut akan berlangsung semakin cepat dan terus menerus karena adanya beberapa faktor pemicunya, seperti misalnya perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi, kemajuan ilmu pengetahuan, dan sebagainya.   

Adanya beberapa faktor pemicu terjadinya perubahan social tersebut mengakibatkan munculnya berbagai tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat termasuk pemenuhan akan kebutuhan rasa keadilan, kepastian hukum, kepastian berusaha, pengurangan atau penghilangan risiko bisnis, kelancaran dalam bertransaksi dagang dan lain-lain. Pada akhirnya untuk mengakomodasi berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat itulah maka hukum harus pula disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan kecepatan perubahan social itu. Sebab, bila perkembangan hukum tidak mampu mengimbangi kecepatan perubahan social masyarakatnya maka artinya hukum akan tertinggal.

Perubahan social yang berlangsung cepat dan terus menerus terjadi baik di negaar-negara industri maju maupun di negara berkembang. Bagi negara berkembang seperti negara kita, perubahan ini berlangsung seiring dengan berjalannya proses industriliasasi sebagai akibat dari program pembangunan berencana. Pembangunan berencana sebagai suatu konsep utuh sebenarnya baru mulai dikenal dan dikembangkan di negara-negara berkembang setelah berakhirnya Perang Dunia II sekitar tahun 1950 lalu. Sebelumnya, konsep ini hanya dikenal di negara-negara Eropa Timur khususnya Rusia, yang menganut system perekonomian terpusat atau sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi sosialis komunis. Menurut system ekonomi komando ini, perekonomian suatu negara dikembangkan berdasarkan suatu rencana atau pola kerja yang telah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, dalam konteks perekonomian sosialis komunis, pembangunan berencana di bidang ekonomi dilakukan dibawah kendali atau arahan negara, bukan didasarkan pada pelaku-pelaku individu atau swasta.

Dengan usainya Perang dunia II, maka konsep pembangunan yang berencana mulai diadopsi oleh negara-negara Eropa barat yang sistem ekonominya liberal kapitalis melalui suatu program pemulihan ekonomi Eropa di bawah program bantuan Bank Dunia yang dinamakan Marshall Plan. Sejak itulah konsep pembangunan berencana tidak lagi identik dengan negara sosialis ataupun negara komunis. Bagi kita sendiri, konsep pembangunan berencana juga mulai diterapkan di tahun1969 dengan program yang disebut REPELITA. Melalui repelita-repelita inilah pembangunan nasional termasuk didalamnya pembangunan hukum mulai dilaksanakan secara terprogram berupa program jangka panjang dan program jangka pendek. 

Pembangunan hukum dalam artinya yang luas tidak saja mencakup pembangunan atau pembuatan produk hukum seperti perundang-undangan, melainkan yng lebih penting dari itu adalah menbangun komponen-komponen dari Sistem Hukum Nasional. Ada 4 (empat) komponen pokok dari system hukum nasional kita yang harus dibangun, yaitu:

1. Komponen atau unsure materi hukum 

2. Komponen atau unsure politik hukum

3. Komponen atau unsure budaya hukum

4. Komponen atau unsure aparatur dan kelembagaan hukum.

Masing-masing komponen tersebut masih dapat dirinci lagi sub-sub unsurnya sampi ke hal yang sekecil-kecilnya yang tersusun dalam suatu program kerja nasional. Siapa yang harus melaksanakan program kerja nasional itu? Tentu saja pemerintah, utamanya Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung. Namun demikian ;sesungguhnya lembaga-lembaga non-pemerintah yang masih berkecimpung dalam dunia hukum seyogianya terikat untuk secara bersama-sama melaksanakan program  kerja nasional itu, seperti misalnya lembaga pendidikan tinggi, lembaga riset dan sebagainya. 

Hari ini saya akan mengetahui

“bagaimana kita semua berpikir secara berbeda

-bahkan mengenai objek yang sama-“

